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Kompleksitas likuidasi bank, dalam konteks masalah 16 bank dalam likuidasi (BDL) yang dicabut izin
usahanya pada 1 November 1997, pada dasarnyaterletak pada posisi RUPS yang tidak proporsional; dan
tidak tuntasnya mekanisme penyelesaian sisa aset BDL pada tahap akhir proses likuidasi bank. PP N0.25
Tahun 1999 berikut peraturan derivatifnya yang menjadi dasar penanganan likuidasi 16 BDL, dalam
perspektif pengaturan, lebih memposisikan RUPS secara dominan hanya dalam paradigma keperdataan
(privat) semata. Pada sisi yang lain, pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia sebagal otoritas publik
di bidang perbankan berdasar Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, tampak jelas mengandung unsur memaksa
atau dipaksa, di mana pertimbangan dari aspek hukum publik Iebih mengemuka. Oleh karena karakter
khusus yang dimiliki bank, terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk
dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potens systemic risk, maka mendudukkan
supremasi RUPS yang kurang proporsional terbukti penyelesaian kepentingan publik dalam kerangka
likuidas bank menjadi terhambat. Terlebih lagi dari fakta diketahui banyak masalah perbankan yang timbul,
termasuk pada 16 BDL, seringkali akibat keterlibatan pemegang saham dalam urusan bank sehingga bank
mengalami kesulitan keuangan.

Sebagai mana diketahui pada peristiwa 16 BDL tahun 1997, demi keselamatan dana masyarakat dan sistem
perbankan, negara telah turun tangan untuk memberi dana talangan, yang kemudian pengembaliannya
digantungkan pada hasil pencairan aset dari proses likuidasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks
likuidas bank sudah semestinya pendekatan dari aspek hukum publik harus lebih mengemuka, dan hanya
dengan cara demikian memungkinkan kewenangan RUPS untuk diambil alih guna penyelesaian kepentingan
publik yang lebih besar. Di samping kaidah hukum publik yang lain, asas Lex spesialis de rogat lex
generalis, merupakan prinsip yang dapat menjadi dasar pemberlakuan kaidah perbankan secaralebih
powerful dibanding prinsip umumnya sebagai perseroan. Demikian pula dalam upaya penyelesaian sisa aset
BDL, apapun kondisinya, secara prinsip hukum dan pertimbangan keadilan, yang lebih berhak atas sisa aset
tersebut adalah negara atau pemerintah, karena secarafakta BDL masih menyisakan outstanding dana
penjaminan yang belum dibayar.
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